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ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk meneliti kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan
pelayanan kesehatan untuk lanjut usia. Dalam penelitian ini Provinsi Jambi melakukan
penyelenggaraan pelayanan kesehetan lanjut usia mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi
Jambi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu, Pertama,
Pelayanan Kesehatan pada lanjut usia mengacu pada beberpa peraturan seperti Undang-
undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-undang Nomor
17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat. Kedua, terdapat
kekaburan norma pada Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (3) huruf a dan d, dan Pasal 11 ayat
(4) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Lanjut Usia dimana terjadi potensi multitafsir pada beberapa pasal tersebut
terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk lanjut usia yang menyebabkan
ketidakjelasan pada proses implementasinya.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pelayanan Kesehatan,
Lanjut Usia

ABSTRACT
This study aims to examine local government policies in providing health services for the
elderly. In this study, Jambi Province conducts the implementation of elderly health services
referring to Jambi Province Regional Regulation Number 16 of 2019 concerning the
Implementation of Elderly Welfare. This research uses juridical-normative research methods.
The results of this study are, First, Health Services for the elderly refer to several regulations
such as Law Number 13 of 1998 concerning Elderly Welfare, Law Number 17 of 2023
concerning Health, Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System,
and Minister of Health Regulation Number 67 of 2015 concerning the Implementation of
Elderly Health at Community Health Centers. Second, there is norm ambiguity in Article 11
paragraph (1), Article 11 paragraph (3) letters a and d, and Article 11 paragraph (4) of Jambi
Province Regional Regulation Number 16 of 2019 concerning the Implementation of Elderly
Welfare where there is potential for multiple interpretations in several of these articles related
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to the provision of health services for the elderly which causes uncertainty in the
implementation process.

Keywords: Policy, Local Government, Health Services, Elderly

1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan secara umum mengacu pada kondisi dimana kebutuhan
dasar masyarakat terpenuhi dengan baik. Konsep kesejahteraan sejatinya
tercermin dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Pemerintahan Indonesia
dibentuk salah satunya adalah untuk kesejahteraan umum. Untuk mencapai
kesejahteraan tersebut dibutuhkan sistem yang meliputi berbagai macam
kebijakan publik dan layanan sosial yang harus disediakan oleh pemerintah
dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan,
pendidikan, dan keamanan sosial.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahannya sendiri yang terbagi menjadi urusan pemerintah wajib dan
urusan pemerintah pilihan. Dalam urusan pemerintahan wajib, pemerintah
daerah disebutkan bahwa salah satunya adalah melalui penyelenggaraan
pelayanan kesehatan untuk memastikan ketersediaan pelayanan dasar guna
menunjang terlaksananya kesejahteraan seluruh masyarakat termasuk para
lanjut usia. Lanjut usia adalah mereka yang berusia 60 (enam puluh) tahun
ke atas sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 13 tahun
1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-undang Nomor 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan menurut World Health Organization
(WHO).

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut

Usia menyebutkan bahwa “upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut

1 Vitalina Kovalenko M. Riyanto, “Partisipasi Masyarakat Menuju Negara
Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan
Kesejahteraan Bersama,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol.5 No.2 (2023): hlm 2.
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usia bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa
produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya
sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih
mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa”. 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa:
“Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian
kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan
masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat
melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” 3

Upaya tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. Berdasarkan data dari Badan
Pusat Statistik Provinsi Jambi, terdapat 334 ribu penduduk atau 10,3% pada
tahun 2023 dan hal ini kemungkinan besar akan terus meningkat pesat
dikarenakan banyaknya jumlah usia pra lansia yang saat ini telah mencapai
18,50%.* Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan lanjut
usia merupakan tantagan besar bagi pemerintah Provinsi Jambi seiring
dengan bertambahnya jumlah penduduk lansia dari tahun ke tahun, sehingga
dibutuhkan peraturan yang efektif agar pelaksaan kesejahteraan lanjut usia

juga berjalan dengan baik.

Salah satu aspek yang fundamental dari berbagai layanan
penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia tersebut adalah pelayanan
kesehatan. Tantangan kesehatan bagi Lanjut Usia tentu tidak dapat

diabaikan karena lansia rentan sekali terhadap berbagai kondisi medis yang

2 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
3 Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
4 Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, “Statistik Penduduk Lansia Provinis Jambi
2023,” Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (JAMBI, 2024), hlm 7.
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mempengaruhi kualitas hidup mereka.> Menurut Martono, adanya perbedaan
pelayanan kesehatan antara kelompok lanjut usia dengan kelompok
masyarakat lainnya disebabkan karena:

1. Adanya berbagai perubahan pada lansia yang bukan ditimbulkan oleh
suatu proses penyakit, misalnya berkurangnya daya ingat yang
derajatnya  ringan, berkurangnya  kemampuan  mendengar
(presbiakusis), serta melihat (presphobia) yang acapkali sulit dibedakan
apakah penurunan itu akibat proses fisiologis ataukah akibat kelainan
patologis;

2. Adanya proses patologi kronik yang terakumulasi dan sifatnya
degeneratif dimana sekali lansia terkena, maka akan sulit untuk
sembuh, dan makin banyaknya gejala yang tersisa dari perjalanan
penyakit tersebut akan menambah berat penyakit lain;

3. Adanya bermacam kondisi sosial-ekonomi di sekitar lansia yang acap
kali tak mendukung kesejahteraan dan kesehatan lansia, dimana
berkurangnya kemampuan fisik lanisa akan berdampak pada
kemampuan ekonomi yang selanjutnya akan menyebabkan
keterbatasan gerak sosial lansia.

4. Adanya penyakit yang timbul karena seorang lansia terlalu banyak
minum obat-obatan sebagai akibat dari berbagai penyakit yang
dideritanya atau disebut juga penyakit iatrogenik; dan

5. Adanya episode akut ataupun penyakit pada lansia, baik yang sifatnya
fisik seperti trauma, infrak jantung, dan infeksi maupun sifatnya berupa
gangguan psikologik seperti kehilangan pasangan hidup, dan
sebagainya dimana kondisi tersebut akan menambah beratnya berbagai
kondisi di atas dan acapkali mengakibatkan kematian.6

Berangkat dari uraian diatas, yang menjadi titik tolak dalam artikel ini
adalah pertama, mengenai bagaiamana pengaturan pelayanan kesehatan
untuk lanjut usia menurut peraturan perundang-undangan. Kedua, mengenai
bagaimana kebijakan pemerintah Provinsi Jambi dalam memberikan
pelayanan kesehatan untuk lanjut usia. ruang lingkup dalam artikel ini adalah
mengenai bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah provinsi jambi

dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk lanjut usia sebagaimana

5 Aji Pimanto Linda Puspitasari, “Sosialisasi Kesehatan Bagi Para Lansia Untuk
Meningkatkan Kualitas Hidup,” Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. (2023):
hlm 1-6.

6 Elita Halimsetiono, “Pelayanan Kesehatan Pada Warga Lanjut Usia,” Jurnal
Kesehatan dan Kedokteran Vol. 3 No. (2021): hlm 3.
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diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

2. METODE PENELITIAN

Permasalahan yang dikaji yakni mengenai kebijkan pemerintah daerah
dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk lanjut usia. dalam penelitian
ini, penulis menyoroti kebijakan pemerintah daerah Provinsi Jambi melalui
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan
ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni merupakan penelitian yang
memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma dengan
mendeskripsikan norma, merumuskan norma, dan menegakkan norma.
Dalam hal penerapannya apabila norma mengalamai masalah seperti:
kekosongan norma, konflik norma (pertentangan norma), atau norma yang
rumusannya tidak jelas dan menimbulkan multitafsir (kekaburan norma),
maka norma itu akan menjadi objek penelitian hukum normatif.” Pendekatan
yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Aprroach)

dengan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pengaturan Pelayanan Kesehatan Untuk Lanjut Usia Menurut
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan mengenai pemberian pelayanan kesehatan untuk lanjut usia diatur
melalui beberapa produk hukum di indoensia seperti Undang-undang Nomor
13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-undang Nomor
17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia dan

7 1 Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi
Teori Hukum (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 85-86.
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat.

Tantangan utama yang di hadapi oleh kelompok lanjut usia adalah
masalah kesehatan. Seiring dengan proses penuaan maka terjadilah
penurunan fungsi tubuh dan peningkatan resiko penyakit. Hal inilah yang
menyebabkan menurunnya tingkat kemandirian dan meningkat nya
perawatan jangka panjang kelompok lanisa. Kondisi kesehatan lanjut usia
akan semakin rumit apabila mereka mengalami lebih dari satu penyakit
(degeneratif). Kondisi ini berjalan dengan proses penuaan akan
memperburuk kondisi lanjut usia. seiring dengan bertambahnya usia, lansia
sering menghadapi maslalah seperti gangguan pendengaran, gangguan
penglihatan, gangguan tidur, gangguan keseimbangan, penurunan
kemampuan intelektual dan kognitif, malnutrisi, infeksi, difusi seksual dan
berbagai penyakit lainnya.?

Kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi lanjut
usia melalui peraturan perundang-undangan sangatlah penting untuk
menjamin perlindungan hak-hak lansia. Peraturan perundang-undangan
harus mengatur penyediaan layanan kesehatan yang komprehensif,
termasuk promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, serta
rehabilitasi.’

Pasal 14 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia menyebutkan bahwa:

(1) Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan
meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut
usia, agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat
berfungsi secara wajar.

(2) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan:

8 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Pelayanan Minimum
Kesehatan Lanjut Usia (PMKL) Pada Krisis Kesehatan, 2020, hlm 12.

9 Muzayanah, “Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Berdasarkan UUD Tahun 1945,” Jurnal Pengabidian Masyarakat Vol. 1 No. (2020): hlm 4.
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a. Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan
lanjut usia;

b. Upaya penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada
bidang pelayanan geriatri/gerontologik;

c. Pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang
menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal;

(3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia
yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10

Pasal 52 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
juga menyebutkan bahwa:

(1) Upaya kesehatan lanjut usia ditunjukan untuk menjaga agar tetap
hidup sehat, berkualitas, dan produktif sesuai dengan martabat
kemanusiaan.

(2) Upaya kesehatan lanjut usia dilakukan sejak sesorang berusia 60
(enam puluh) tahun atau usia lain yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap orang lanjut usia berhak memperoleh akses ke Fasilitas
Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan yang sesuai
dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau.!!

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia menjelaskan
mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan untuk lanjut usia meliputi:

(1) Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan
meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia
agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara
wajar.

(2) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan:

a. Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut
usia;

b. Upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang
pelayanan geriatrik/gerontologik;

c. Pengembangan lembaga perawatan lanjut wusia yang
menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal.

10 Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
11 Pasal 52 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
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(3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang
tidak mampu, diberikan keringan biaya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.”12

Peraturan perundang-undangan memperkuat arah kebijakan bagi
pemerintah maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan martabat
lansia melaui upaya peningkatan pelayanan kesehatan.

b. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Dalam Memberikan

Pelayanan Kesehatan Untuk Lanjut Usia.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia menjadi landasan bagi Provinisi Jambi dalam
upaya penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia, salah satunya mengenai
Pelayanan Kesehatan untuk Lansia. Peraturan ini dibuat dengan tujuan
sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi masyarakat
lanjut usia di Provinsi Jambi. Pelayanan Kesehatan untuk Lanjut Usia diatur
dalam Bagian Ketiga tentang Pelayanan Kesehatan Pasal 11 yang terdiri dari
5 (lima) ayat, yaitu:

(1) Rumah Sakit Pemerintah Provinsi wajib memberikan pelayanan
geriatric dan/atau ramah lanjut usia.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2) huruf b, dimaksudkan untuk pengembangan perilaku hidup
sehat, pencegahan masalah kesehatan, pelayanan pengobatan, dan
rehabilitasi kesehatan Lanjut Usia agar kondisi fisik, mental,
sprirtual, dan sosialnya berfungsi optimal.

(3) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lanjut
Usia melalui, pertemuan langsung, media cetak, elektronik,
audio visual, dan media informasi lain;

b. Upaya pelayanan kesehatan baik kuratif dan preventif
diperluas pada bidang pelayanan kesehatan tingkat pertama
dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut;

c. Optimalisasi pelayanan lembaga perawatan bagi Lanjut Usia
penderita penyakit kronis, penurunan kognitif dan/atau

12 Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia
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penyakit terminal, pelayanan Medis maupun pelayanan
jaminan kesehatan; dan/atau
d. Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) lanjut
usia, Panti Tresna Wredha, dan Puskesmas santun lanjut
usia.
(4) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia tidak dipungut biaya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia dikoordinasikan dengan
Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan.!3
Presentase lanjut usia di Provinsi Jambi tahun 2023 telah mencapai
angka 10,23% dari total penduduk di Provinsi Jambi, artinya 1 dari 10 orang
di Provinsi Jambi merupakan kelompok lanjut usia.* Dengan presentasi Usia
Harapan Hidup sebesar 72,04% pada tahun 2024.15 Masalah utama yang
dihadapi oleh kelompok lanjut usia adalah mengenai masalah kesehatan,
yang dipengaruhi oleh menururnnya kondisi fisik dan kemampuan lansia.
Hal ini dibuktikan dengan prsentase lanjut usia yang mengalami keluhan
kesehatan di tahun 2023 sebesar 40,66% dan angka kesakitan lansia berada
di 20,52%.1®¢ Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah daerah
berkewajiban membuat kebijakan yang dapat meningkatan derajat
kesehatan lansia.
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia sejatinya telah memberikan regulasi bagi
Pemerintah Provinsi dalam bidang pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 11

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Kesejahteraan Lanjut Usia terdapat 5 (lima) ayat yang menjelaskan bentuk

13 Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2019 tentng
Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

14 Statistik Penduduk Lanjut Usia Provinsi Jambi 2023, Badan Pusat Statistik
Provinsi
Jambihttps://jambi.bps.go.id /id /publication /2024 /02/20/b60acdOeca6d2ae7d91831e/stat
istic-penduduk-lansia-provinsi-jambi-2023.html diakses pada 28 November pukul 08.50
WIB.

15Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi 2022-2024
https://jambikota.bps.go.id/id/ststostics-table/2 /NjliMg==-metode-baru-umur-harapan-
hidup-kabupaten-kota-se-provinsi-jambi-html Diakses pada 18 Desember Pukul 00.08 WIB.

16 Ibid
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penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk lanjut usia di Provinsi Jambi.
Namun sayangnya beberapa pasal tersebut dapat menyebabkan multitafsir
dalam implementasinya karena tidak diikuti dengan keterangan yang jelas.

Pertama, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia
menyebutkan bahwa “Rumah Sakit Pemerintah Provinsi wajib memberikan
pelayanan geratri dan/atau ramah lanjut usia”.l” Dalam ayat ini dapat
menimbulkan potensi multitafsir dalam implementasinya, apakah semua
rumah sakit milik pemerintah provinsi wajib memberikan dua jenis
pelayanan tersebut sekaligus atau hanya salah satu saja. Jika di telaah lebih
lanjut lagi, konsep antara pelayanan geratri dan ramah lanjut usia sangat
berbeda dan kata “Ramah Lansia” kurang tepat untuk upaya pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit yang merupakan pelayanan kesehatan tingkat
rujukan dan memberikan upaya penyembuhan (kuratif).

Mengacu pada Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia juga tidak menyebutkan bahwa Rumah Sakit harus
memberikan pelayanan kesehatan berupa pelayanan geriarti dan/atau
ramah lanjut usia. Pasal 14 ayat (2) huruf b Undang-undang ini hanya
menyebutkan bahwa upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada
bidang pelayanan geriatri/gerontologik. Geriatri merupakan ilmu yang
mempelajari penyakit degeneratif pada lanjut usia. Sementara gerontologik
merupakan ilmu yang mempelajari aspek fisik, mental dan psikosiasial pada
lanjut usia. Kedua pelayanan ini dituntut untuk melakukan pengkajian
kompleks terhadap penyakit pada lansia serta menjamin kualitas pelayanan

kesehatan lanjut usia selama masa perawatan.18

17 Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

18 Anung Ahadi Pradana,dkk, “Peningkatan Kompetensi Keperawatan Geriatri Dasar
Pad Perawat Di RSUD Pasar Minggu Jakarta,” Poltekita :Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3
No. https://doi.org/https://doi.org/10.33860/pjpm.v3i3.1017. 2022, hlm 6,
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Kedua, Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia
menyebukan bahwa;

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui:

a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan
Lanjut Usia melalui, pertemuan langsun, media cetak,
elektronik, audio visual, dan media informasi lain;

b. upaya kesehatan baik kuratif dan preventif diperluas
pada bidang pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat
pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut;

c. optimalisasi pelayanan lembaga perawatan bagi Lanjut
Usia penderita penyakit kronis, penurunan kognitif
dan/atau penyakit terminal, pelayanan medis maupun
pelayanan jaminan kesehatan; dan/atau

d. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)
lanjut usia, Panti Tresna Wredha, dan Puskesmas santun
lanjut usia.l?

Melihat dari ketentuan Pasal 11 ayat (3) tersebut berarti pelayanan
kesehatan yang dimaksud pada ayat ini adalah pelayanan kesehatan dalam
bentuk pelayanan geriatri dan/atau ramah lanjut usia dimana berarti rumah
sakit bertanggung jawab memberikan pelayanan geriarti dan/atau ramah
lanjut usia berdasarkan isi pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini. Jika
ditelaah lebih dalam mengenai konsep pelayanan geriatri pada poin a dan d
yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (3) sangatlah jauh berbeda. Menurut
Seojono yang dikutip oleh Sri Sunarti tujuan dari pelaksaan pelayanan
geriatri ini bertujuan untuk menyembuhkan penyakit. Proses ini melibatkan

pengkajian multidimensi, dimana penyakit yang diderita oleh pasien

19 Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia
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diuraikan kemudian diidentifikasi agar masalah yang ada pada pasien
geriatri dapat dikenali dengan akurat dan memberikan diagnosis pasti agar
diberikan pengobatan lebih akurat.20

Kesalahan yang terdapat dalam Peraturan Daerah tersebut tentunya
dapat menimbulkan pertentangan dengan peraturan yang lebih tingi dan
menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaanya. Peraturan yang
berkaitan dengan pelayanan kesehatan seperti dalam Undang-undang Nomor
13 Tahun 1998, Permenkes Nomor 79 Tahun 2014 dan Permenkes Nomor 67
Tahun 2015 yang tidak mengatur bahwa pelayanan geriatri yang dilakukan
oleh rumah sakit dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan
penyebarluasan informasi kesehatan.

Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d Peraturan Daerah
Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Lanjut Usia menyebutkan bahwa salah satu bentuk pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini (
Bunyi Pasal 11 ayat (1) yaitu “Rumah Sakit pemerintah provinsi wajib
memberikan pelayanan geriatri dan/atau ramah lanjut usia”) dilaksanakan
melalui pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) lanjut usia,
Panti Tresna Werdha dan Puskesmas santun lanjut usia.

Bunyi Pasal 11 ayat (3) huruf d tersebut tidak menjelaskan lebih
lanjut pihak mana yang bertanggung jawab atas pengembangan Posyandu
Lansia, panti Tresna Werdha, dan juga Puskesmas santun lansia. Bunyi pasal
ini terkesan memberikan tanggung jawab penuh kepada rumah sakit untuk
mengembangkan Posyandu Lansia, panti Tresna Werdha, dan juga
Puskesmas santun lansia. Padahal dalam implementsinya hal ini menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan daerah otonom yang

memimpin jalannya pemerintahan yang kemudian di koordinasikan oleh

20 Sri Sunarti,dkk, Prinsip Dasar Kesehatan Lanjut Usia ( Geriatri) UB Press, Malang
2019, hlm 6.
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instansi terkait dibawah pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya
peningkatan sosial tersebut.

Ketiga, Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia
menyebukan bahwa; Pelayanan Kesehatan bagi lanjut usia tidak dipungut
biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.?! Pasal
ini dapat memberikan potensi multitafsir apakah semua jenis layanan
kesehatan bebas biaya atau hanya berlaku bagi layanan kesehatan tertentu
dan untuk kelompok lanisa tertentu seperti yang diatur dalam Program
Jaminan Kesehatan Nasional. Ketidakjelasan arti dari pasal ini dapat disalah
artikan bahwa semua biaya yang berkaitan dengan layanan kesehatan
ditanggung oleh pemerintah tanpa batasan.

Pasal 22 Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 menyebutkan bahwa
jaminan kesehatan ini dapat dirasakan dalam upaya kesehatan yang
mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk
obat dan bahan medis yang diperlukan. Tetapi, manfaat tersebut diberikan
kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lebih
lanjut Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia juga menyebutkan bahwa “untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu, diberikan
keringanan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku”

Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehtanan

Nasional, menyebutkan bahwa:

21 Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia
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(1) Setiap peserta berhak memperoleh pelayanan kesehtan yang
mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rerabilitatif
termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai
dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

(2) Palayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan terdiri
atas;

a. Pelayanan Kesehatan tingkat pertama;

b. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang terdiri
atas;

c. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (spesialistik);

d. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (subspesialistik);

e. Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.??

Sementara jika melihat isi Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi
Jambi Nomor 16 Tahun 2019, hanya menyebutkan bahwa lanjut usia tidak
dipungut biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dapat
menimbulkan multitafsir dikarena tidak ada batasan yang jelas menganai
lanjut usia yang dimaksud dan ketentuan tidak dipungut biaya yang
dimaksud. Yang dimaksud dalam pasal Peraturan Daerah tersebut apakan
lanjut usia potensial yang masih bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri
atau lanjut usia tidak potensial (kurang mampu) yang sama sekali tidak
berdaya.

Kemudian dalam hal pembiayaan juga menimbulkan pertanyaan
apakah mekanisme tidak dipungut biaya tersebut melalui BPJS atau
semuanya ditanggung oleh anggaran yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi Jambi. Mengingat bahwa biaya yang diperlukan untuk
pelayanan kesehatan biasanya cenderung lebih tinggi, maka harus jelas
bagaimana mekanisme pelaksanaan pelayanan kesehatan yang tidak
dipungut biaya dan siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksaaan
kebijakan tersebut.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lawrance M. Freidman

bahwa ada keterkaitan yang kuat antara substansi hukum dengan struktur

22 Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehtanan Nasional
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hukum (lembaga penegak hukum) karena Substansi hukum adalah
peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana instansi-instansi
tersebut harus berpeilaku.?3 Peranan peraturan perundang-undangan
termasuk Peraturan Daerah sangat vital dan starategis dalam kehidupan
masyarakat disuatu Provinsi, karena peraturan perundang-undangan akan
medesain tatanan sosial yang ideal bagi masyarakat dan memberikan
landasan yuridis formal agar memikili kekuatan hukum yang mengikat.2#
Peraturan perundang-undangan memuat hajat hidup banyak orang, hak,
kewajiban, setra tindakan yang harus dilakukan melalui norma yang diatur
tersebut.

Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang
bersifat lokal, sehingga dari segi isinya seharusnya peraturan ini mempunyai
kedudukan yang lebih rendah dibandingan dengan peraturan yang memiliki
ruang lingkup yang lebih rendah sehingga isinya harus disesuaikan dengan
peraturan yang lebih tinggi agar tidak terjadi tumpang tindih.25> Hal ini
sejalan dengan tujuan hukum yang harus memberikan kepastian hukum,
keadilan serta kebermanfaatan. Rumusan dalam peraturan perundang-
undangan tidak boleh menimbulkan multitafsir agar tujuan hukum dapat
tercapai dan agar para penegak hukum mengerti akan tanggung jawab yang

harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan tersebut.

4. KESIMPULAN

Perda Provinsi Jambi No. 16 Tahun 2019 mengatur kesejahteraan lansia,
termasuk pelayanan kesehatan. Namun, Pasal 11 memunculkan
ketidakjelasan. Ayat (1) dengan frasa “dan/atau” berpotensi menimbulkan

tafsir ganda terkait kewajiban rumah sakit menyediakan layanan geriatri dan

23 Lawrance M. Frediman, “The Legal System: A Social Science Perspective Sistem
Hukum (Perspektif [Imu Sosial)” Nusa Media, Bandung 2019, hlm 15
24 Ahmad Redi, "Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” Sinar
Grafika, Jakarta 2017, hlm 2.
25 Ismail Hasani, Pengujian Konstitusionalitas Perda , Kepustakaan Populer
Gramedia, Jakarta, 2020), hlm 115.
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ramah lansia. Konsep “ramah lansia” juga dinilai kurang relevan untuk rumah
sakit rujukan. Ayat (3) memuat bentuk layanan yang tidak sesuai dengan UU
No. 13 Tahun 1998 dan Permenkes No. 79 Tahun 2014. Ayat (4) tentang
layanan gratis bagi lansia juga multitafsir terkait cakupan dan pembiayaan.
Revisi diperlukan untuk memberi kepastian hukum, menghindari tafsir

ganda, dan selaras dengan aturan lebih tinggi.
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